SALINAN

REKTOR UNIVERISTAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN

Menimbang

Mengingat

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Universitas
Gadjah Mada, telah ditetapkan Pejabat Wajib LHKPN di
lingkungan Universitas Gadjah Mada;

bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap
Pejabat Wajib LHKPN, maka perlu meninjau kembali Peraturan
Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor
tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah
Mada Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Universitas Gadjah Mada;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);



Menetapkan

10.

11,

12

8.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5454);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2079);
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
985);

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor
4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tatakelola
(Governance)  Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas
Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada
Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola
(Governance) Universitas Gadjah Mada;

Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada
Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi
Unversitas Gadjah Mada,;

Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada
Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas
Gadjah Mada;

Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun
2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS

GADJAH MADA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah
Mada Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Universitas Gadjah
Mada diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Universitas Gadjah Mada

(2)

yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

a. Rektor;

b. wakil rektor/dekan;

c. wakil dekan/sekretaris rektor/direktur pada
direktorat/direktur utama pada rumah sakit/kepala
kantor/badan;

d. kepala pusat/LPPT/perpustakaan/arsip/manajer utama
pada UGM Residence/direktur pada rumah
sakit/sekretaris direktorat/badan;

. kepala pusat studi;
kepala kantor administrasi/subdirektorat/GMC/
bagian/sekretaris pusat/LPPT, wakil direktur pada rumah
sakit;

g. kepala bidang/manajer UGM Residence; dan

h. ketua departemen.

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi berupa:

a. teguran lisan; dan

b. teguran tertulis.

yang pemberiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

disiplin pegawai Universitas.

o

. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni

Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7A

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku penyampaian
LHKPN untuk:

a.

wakil dekan/sekretaris rektor/direktur pada
direktorat/direktur utama pada rumah sakit/kepala
kantor/badan paling lambat tanggal 31 Maret 2020;

kepala pusat/LPPT/perpustakaan/arsip/manajer utama
pada UGM Residence/direktur pada rumah sakit/sekretaris
direktorat/badan paling lambat 31 Maret 2020;

kepala pusat studi paling lambat tanggal 31 Maret 2020;
kepala kantor administrasi/subdirektorat/GMC/
bagian/sekretaris pusat/LPPT/wakil direktur pada rumah
sakit paling lambat tanggal 31 Maret 2021;

kepala Bidang/Manajer UGM Residence paling lambat tanggal
31 Maret 2021; dan

ketua departemen paling lambat tanggal 31 Maret 2021.



Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERESITAS GADJAH MADA
Kepala Bagian Perundang-Undangan,
Organisasi dan Tata Laksana

ttd.

Endri Heriyanto, 5.H., M.Kn.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 September 2019

Rektor,
ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.



